BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR       26       TAHUN 2008
TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,
	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka tertib penyusutan arsip kepegawaian, perlu diatur jangka waktu penyimpanan arsip kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;


	
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

	
	

	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;


	
	2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;


	
	3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;


	
	4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;


	
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;


	
	6. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

	
	

	Memperhatikan :
	1. Surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Nomor PK.01/1700/2007, tanggal 19 Desember 2007, perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul;


	 
	2. Surat Pertimbangan/Persetujuan Wakil Badan Kepegawaian Negara Nomor WK.26-30/V-93-10/49, tanggal 20 Juni 2007;


M E M U T U S K A N   :
	Menetapkan :
	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
2. Jadwal retensi arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip.
3. Jadwal retensi arsip pejabat negara adalah jadwal retensi arsip mengenai arsip orang perseorangan yang merupakan rekaman perjalanan karier Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Pejabat Negara.
4. Pejabat negara adalah pejabat negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Bupati, Wakil Bupati dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
5. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jadwal retensi arsip kepegawaian adalah jadwal retensi arsip khusus mengenai Arsip Pegawai Negeri Sipil dan pejabat negara.
7. Berkas perseorangan adalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karier pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Arsip dokumen kepegawaian adalah arsip perjalanan karier pegawai negeri yang tercipta dalam proses pembinaan kepegawaian oleh pejabat yang berwenang.
9. Data kepegawaian adalah informasi mengenai perkembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang disusun berdasarkan arsip dokumen kepegawaian dari instansi yang bersangkutan.
10. Jangka waktu simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada unit pengolah dan atau unit kearsipan.
11. Jangka waktu simpan aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada unit pengolah.
12. Jangka waktu simpan inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada unit kearsipan.
13. Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di unit kearsipan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna.
14. Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang karena memiliki nilai guna sekunder wajib diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah/Arsip Nasional.
15. Dinilai kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis/seri arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen.
16. Unit pengolah adalah unit yang melaksanakan pengelolaan arsip aktif.
17. Unit kearsipan adalah unit yang melaksanakan pengelolaan arsip inaktif.
Pasal 2

Jadwal retensi arsip kepegawaian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Jadwal retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan pejabat negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 4

Penyusutan arsip kepegawaian meliputi kegiatan pengurangan arsip kepegawaian dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, penyerahan arsip statis, dan pemusnahan yang dilakukan secara rutin dengan berpedoman pada jadwal retensi arsip kepegawaian.
Pasal 5

(1) Pemusnahan arsip yang mempunyai jangka waktu simpan 10 (sepuluh) tahun atau lebih dalam pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip. 
(2) Untuk arsip-arsip yang tercipta sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, prosedur pemusnahannya berpedoman pada Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Nomor SE/01/1981, tanggal 5 Agustus 1981.
Pasal 6

Terhadap arsip yang telah melalui retensi tetapi masih digunakan untuk kepentingan tertentu maka retensinya dapat diperpanjang sesuai dengan keperluannya 

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 24 Mei 2008
BUPATI  BANTUL,
M.  IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor


Tahun 2008
Tanggal                              
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
     GENDUT SUDARTO

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR  26  TAHUN 2008
TANGGAL 24 MEI 2008
TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN
	NO.
	JENIS ARSIP
	RETENSI
	KETERANGAN

	
	
	AKTIF
	INAKTIF
	

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	PENGADAAN 
	
	
	

	A
	Formasi Pegawai
	
	
	

	
	1.   Usulan  dari Unit/satuan kerja
	1 tahun
	2 tahun
	Musnah

	
	2.   Usulan Permintaan Alokasi
	2 tahun
	3 tahun
	Musnah

	
	3.   SK Penetapan formasi 
	2 tahun
	3 tahun
	Musnah

	B
	Penenerimaan Pegawai
	
	
	

	
	1. Proses Penerimaan Pegawai
	
	
	

	
	a. Pengumuman
	2 tahun
	-
	Musnah

	
	b. Seleksi 
	2 tahun
	-
	Musnah

	
	c. Pemanggilan peserta test
	2 tahun
	-
	Musnah

	
	d. BAP Pelaksanaan Ujian
	2 tahun
	-
	Musnah

	
	e. Penetapan Hasil Ujian
	2 tahun
	2 tahun
	MusnaH

	
	f. BAP Pemusnahan naskah ujian
	1 tahun
	-
	Musnah

	
	2. Lamaran yang tidak diterima


	1 tahun setelah SK terbit
	-
	Musnah

	II
	PENGANGKATAN PEGAWAI
	
	
	

	A
	Pengangkatan CPNS
	
	
	

	
	1. Berkas Usulan Pengangkatan CPNS


	1 tahun setelah SK terbit

	2 tahun


	Musnah kecuali lamaran masuk berkas perseorangan

	
	2. SK Kolektif pengangkatan


	2 tahun setelah tahun anggaran
	3 tahun


	Dinilai kembali 

	B
	Pengangkatan PNS
	
	
	

	
	1. Usulan pengangkatan PNS


	1 tahun setelah SK terbit
	2 tahun


	Musnah



	
	2. SK  pengangkatan PNS (kolektif)


	2 tahun setelah tahun anggaran
	3 tahun


	Dinilai kembali  



	III
	M U T A S I
	
	
	

	A
	Kenaikan Pangkat/Golongan
	
	
	

	
	1. Proses DUPAK


	1 tahun setelah  proses selesai
	_
	Musnah



	
	2. Usulan Kenaikan pangkat
	1 tahun
	3 tahun
	Musnah

	1
	2
	3
	4
	5

	
	3. Nota pertimbangan Teknis


	1 tahun


	3 tahun


	Masuk berkas perseorangan

	
	4. SK Kenaikan Pangkat (kolektif)
	1 tahun
	3 tahun
	Dinilai kembali 

	B
	Alih Tugas/diperbantukan/dipekerjakan
	
	
	

	
	1. Usulan Mutasi tempat bekerja antar wilayah
	1 tahun


	2 tahun
	Musnah



	
	2. SK Persetujuan
	1 tahun


	2 tahun


	Masuk berkas perseorangan

	
	3. SK Bupati (Kolektif)
	1 tahun
	2 tahun
	Dinilai kembali

	C
	Mutasi Jabatan Struktural/Fungsional
	
	
	

	
	1. Usulan Mutasi
	1 tahun
	2 tahun
	Musnah

	
	2. Bahan Rapat Baperjakat
	1 tahun
	2 tahun
	Musnah

	
	3. Keputusan Baperjakat
	1 tahun
	2 tahun
	Musnah

	
	4. Persetujuan Gubernur tentang pengangkatan pegawai struktural; esselon II di Kabupaten
	1 tahun


	2 tahun


	Permanen



	IV
	DATA KEPEGAWAIAN
	
	
	

	A
	D U K
	
	
	

	
	1. DUK Instansi
	1 tahun
	2 tahun
	Musnah

	
	2. DUK se Kabupaten Bantul.
	1 tahun
	2 tahun
	Musnah

	
	3. Jumlah dan jenis pegawai yang ada


	1 tahun setelah diperbaharui
	2 tahun


	Musnah



	B
	Penghitungan Masa Kerja
	
	
	

	
	1. Usulan peninjauan masa kerja
	1 tahun
	3 tahun
	Musnah

	
	2. Nota Persetujuan BKN
	1 tahun


	2 tahun


	Masuk berkas perseorangan

	V
	DOKUMEN KEPEGAWAIAN


	2 tahun setelah pensiun
	Sampai hak dan kewajiban habis
	Musnah, Kecuali golongan ruang IV/d dan IV/e



	VI
	KESEJAHTERAAN
	
	
	

	
	Kesejahteraan pegawai
	
	
	

	
	1. SK  Kesejahteraan PNS
	1 tahun
	2 tahun
	Permanen

	
	2 Usulan permintaan Taperum
	2 tahun
	_
	Musnah

	VII
	C U T I
	
	
	

	A
	Cuti (Tahunan,  Sakit, Hamil, Naik Haji, Alasan penting )
	1 tahun
	2 tahun
	Musnah

	
	1. Surat permohonan Cuti
	
	
	

	
	2. Surat Ijin Cuti
	
	
	

	B
	Cuti Besar
	1 tahun
	2 tahun
	Musnah

	
	1. Surat permohonan Cuti
	
	
	

	
	2. Surat Ijin Cuti
	
	
	

	C
	Cuti di Luar Tanggungan Negara


	1 tahun
	2 tahun setelah pelaksanaan
	Musnah, Kecuali SK CLTN masuk berkas perseorangan

	
	1. Surat permohonan cuti
	
	
	

	
	2.   Surat Ijin Cuti
	
	
	

	
	3.   SK CLTN
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	VIII
	DISIPLIN DAN DP-3
	
	
	

	A
	Disiplin


	1 tahun anggaran berjalan
	2 tahun 
	Musnah

	
	1. Daftar Hadir
	
	
	

	
	2. Rekap daftar hadir
	
	
	

	
	3. Surat perintah pemeriksaan karena pelanggaran disiplin
	
	
	

	
	4. Surat Pengaduan PNS/Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai 


	1 tahun setelah memperoleh keputusan tetap
	2 tahun
	Musnah 



	
	5. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian


	1 tahun setelah memperoleh keputusan tetap
	2 tahun setelah dan kewajiban-nya habis
	Dinilai Kembali, Kecuali, SK Penetapan Masuk Berkas perseorangan.

	B
	DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN  ( DP-3)


	1 tahun setelah terbit
	3 tahun
	Musnah 



	
	1. 1. Proses Pengusulan
	
	
	

	
	2. 2. DP - 3
	
	
	

	IX
	ADMINSTRASI KEPEGAWAIAN
	
	
	

	A
	Dokumen Identitas Pegawai
	
	
	

	
	1. Proses Pembuatan Karpeg/Karis/karsu


	1 tahun setelah identitas terbit
	2 tahun


	Musnah 



	
	2. Proses TASPEN


	1 tahun setelah identitas terbit
	2 tahun


	Musnah 



	
	3. Proses Izin/Penolakan Perkawinan/ Perceraian


	1 tahun


	2 tahun


	Musnah , Kecuali SK Penetapan masuk berkas perseorangan

	
	4. Laporan perkawinan/perceraian
	1 tahun
	2 tahun
	musnah

	
	5. Surat Nikah/ Cerai dan Akte Kelahiran Anak
	1 tahun


	2 tahun


	Masuk Berkas perseorangan

	
	6. KP-4 / LP2P
	1 tahun
	2 tahun
	musnah

	X
	PEMBERHENTIAN
	
	
	

	A
	Usul Pembebasan Tugas (Masa Persiapan Pensiun)
	1 tahun setelah SK terbit 
	2 tahun
	Musnah

	B
	Pensiun
	
	
	

	
	1. Proses pemberhentian pegawai


	1 tahun setelah SK Terbit
	2 tahun


	Musnah 

	
	2. Proses Pensiun atas permintaan sendiri
	1tahun
	2  tahun
	Musnah 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	3. Laporan nominatif   PNS yang pension
	2 tahun
	2 tahun
	Musnah

	
	4. SK pensiun


	1 tahun anggaran
	_
	Masuk Berkas perseorangan

	C
	Pemberhentian Sementara/Tidak dengan hormat/ tidak Atas permintaan Sendiri
	
	
	

	
	1. Usulan pemberhentian
	1 tahun
	2 tahun
	musnah

	
	2. Persyaratan kelengkapan
	1 tahun
	2 tahun
	Musnah

	
	3. SK Pemberhentian


	1 tahun


	2 tahun


	Masuk berkas perorangan

	XI
	PENDIDIKAN / PEMBINAAN KARIR
	
	
	

	A
	Prajabatan


	1 tahun setelah SK terbit
	2 tahun
	Musnah, kecuali sertifikat masuk berkas perorangan

	
	1. Berkas Diklat pra jabatan
	
	
	

	
	2. Surat keterangan tidak lulus prajabatan
	
	
	

	
	3. Sertifikat Lulus Prajabatan
	
	
	

	B
	Diklat, Kursus/ Magang


	1 tahun setelah SK terbit
	2 tahun
	Musnah, kecuali sertifikat masuk berkas perorangan

	
	1. Penetapan Calon peserta
	
	
	

	
	2. Surat perintah mengikuti diklat/kursus/magang
	
	
	

	
	3. Laporan kegiatan
	
	
	

	
	4. Sertifikat Diklat/ Kursus
	
	
	

	C
	Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah
	
	
	

	
	1. Usul mengikuti ujian dinas/ Ujian penyesuaian Ijazah
	1 tahun


	2 tahun


	Musnah



	
	2. Daftar peserta ujian
	1 tahun
	2 tahun
	Musnah

	
	3. Berkas soal ujian
	1 tahun
	-
	Musnah

	
	4. Berkas jawaban
	1 tahun
	-
	Musnah

	
	5. Daftar Nilai
	1 tahun
	2 tahun
	Musnah

	
	6. Keputusan kelulusan ujian
	1 tahun
	2 tahun
	Musnah

	
	7. Serifikat Ujian Dinas/Penyesuaian Ijazah
	1 tahun
	-
	Masuk berkas perorangan

	D
	Izin Belajar/ Tugas Belajar


	1 tahun setelah SK terbit
	2 tahun
	Musnah, kecuali SK/ Surat Tugas masuk berkas perorangan

	
	1. Usulan tugas/ijin belajar
	
	
	

	
	2. Penolakan ijin belajar
	
	
	

	
	3. SK Ijin Belajar/ Tugas Belajar
	
	
	

	XII
	TANDA JASA/PENGHARGAAN
	
	
	

	
	1. Proses pemberian tanda jasa/penghargaan
	1 tahun


	2 tahun


	Musnah



	
	2. SK Tanda Jasa/Penghargaan
	1 tahun
	-
	Masuk berkas perorangan

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	XIII
	BERKAS PERORANGAN
	
	
	

	A
	Berkas perorangan PNS

Meliputi :

1. Lamaran

2. Nota Persetujuan/Pertimbangan Ka BKN

3. Hasil Pengujian Kesehatan

4. SK CPNS

5. SK Pengangkatan PNS

6. SK Kenaikan Pangkat

7. Surat Perintah Melaksanakan Tugas

8. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Menduduki Jabatan/ Surat Pernyataan Pelantikan

9. SK Pengangkatan/ Pemberhentian jabatan Struktural/Fungsional

10. SK Perpindahan anatar wilayah kerja

11. SK Perpindahan antar instansi

12. SK Pengalihan PNS

13. SK Peninjauan masa kerja

14. SK Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)

15. Surat Izin Cuti Besar

16. Surat Penetapan Hukuman Disiplin

17. Penetapan Keberatan Pegawai

18. SK Pemberhentian sebagai PNS

19. SK Pemberhentian sementara

20. SK Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

21. SK pengangkatan kembali dalam jabatan

22. Kartu induk pegawai/KARPEG/ASKES

23. SK Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara

24. SK Penggantian Nama

25. Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran

26. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS

27. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan

28. Keputusan Pemberian Izin Perkawinan/Perceraian

29. Surat Nikah/Cerai dan Akte Kelahiran Anak

30. SK Pemberian uang Tunggu

31. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan

32. Penetapan Angka Kredit

33. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai   (DP-3)

34. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala


	1 tahun setelah berhenti/ pensiun
	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis
	Musnah kecuali Tokoh nasional atau pejabat eselon I/ II atau eselon lain yang ditentukan oleh instansi secara individual atau pegawai negeri setingkat gol ruang IV/d dan IV/e serta orang perseorangan yang terlibat dalam kasus atau peristiwa yang bersekala nasional

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	35. Ijazah/Sertifikat/STTPL

36. SK Penempatan/Penarikan Pegawai

37. SK Pertimbangan Status PNS

38. Surat Keterangan Pernyataan Hilang dan atau Kembalinya PNS

39. SK Cuti Sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil

40. SK Hukuman Disiplin

41. SK Pemberhentian/pengaktifan kembali dari Jabatan Negeri

42. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara/Kepala Desa/Perangkat Desa

43. Keputusan izin Pencalonan Sebagai Perangkat Desa

44. Surat Keterangan pengunduran Diri/diberhentikan Sebagai PNS Karena menjadi Pengurus/anggota Parpol

45. SK Pensiun
	
	
	

	B
	Berkas Perorangan Pejabat Negara
	
	
	

	
	1. Bupati dan Wakil Bupati


	1 tahun setelah berhenti dari jabatan.
	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis
	Permanen



	C
	Berkas Pejabat Negara Lainya

1. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD 

2. Ketua dan Wakil Ketua KPUD.


	1 tahun setelah berhenti dari jabatan
	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis
	Permanen




BUPATI  BANTUL

M. IDHAM SAMAWI
1

